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ABSTRAK

Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan oleh Pemerintahan
Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pariwisata
perhotelan. Yogyakarta adalah kota pariwisata dan budaya, maka tidak heran
banyak wisatawan yang berlibur. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tak
lupa meningkat pula pembangunan hotel. Pada dasarnya pembangunan
dimaksudkan untuk memfasilitasi wisatawan. Dengan meningkatnya
pembangunan hotel secara terus-menerus tanpa terkendali, akan menimbulkan
permasalahan pada lingkungan fisik maupun masyarakat.

Penelitian ini menganalisis deskripsi Peraturan' Bupati Nomor 6 Tahun 2016
yang mengatur tentang pemberhentian sementara hotel, kondotel dan apartemen.
Dilihat dari pembangunan-hotel yang menyebabkan, permasalahan, Diantaranya
permasalahan daya tampung lingkungan, saluran air, pengelolaan limbah serta
ruang terbuka. Penelitian tersebut dianalistdengan siyasah dusturiyyah, dimana
metode penelitian yang menggariskan kebijakan-kebijakan, asas-asas, muatan
materil dan sumber hukum dari agama Islam. Kebijakan yang sesuai dengan
prinsip Islam yaitu mengedepankan kemaslahatan masyarakat.

Hasil dari
Tahun 201
pembangun
infrastuktur
menata ke
dengan pem

enelitian mengemukakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6
berhentian sementara
ertama, permasalahan
wilayah Sleman dan
a pembangunan hotel
a, dampak lingkungan
hal ini timbu a pada musim liburan,
baik itu berupa secara berlebihan. Ketiga,
dampak sosial yaitu dampak terjadl adanya gesekan masyarakat dlsekltar hotel,

baik darSsTgAﬁraEaJmemwea I8 FR STy, Hal ini yang
men e rna a 0@ vang dilanggar.
Dalﬁ{g K {.I J Abagal pemecah

kd|||ngkungan ata elola perbalk arana-prasarana dan
mencegd ho am sudut pandang
hukum %u@ v@ng K rAnggIr yarakat berharap
pembangunan dapat sejalan dengan konsep kemaslahatan dan pembangunan
secara berkelanjutan. Dari beberapa alasan ditetapkapkann pola peraturan

mengandung kesesuaian yang ada dalam ajaran Islam. Meliputi konsep
kemaslahatan pada masyarakat dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Pembangunan Hotel, Perizinan dan kemaslahatan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan« negara yang “menganut sistem hukum dalam
memutuskan keadilan,.Secara yuridis tertulis dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3)
disebutkan bahwarlndonesia adalah negara hukum.*
Henk Addink ‘menyatakan ‘ada tiga <landasan dalam negara hukum:
pertama, penegakan hukum kedua, demokrasi ketiga, tata pemerintahan yang

baik. Tata pemerintahan yang baik 'merupakan kepatutan dari penguasa secara

yang baik memenuhi

landasan ne j keamanan, gatur kerangka kerja

efektif, berta j ublik dan ukung tujuan ekonomi-

sosial yang berhu

diwujudl&;rdélz;rrEAlaS-IAAMJﬁ b.JrerMﬁRﬂﬂ—yalk (AAUPB) yang

dipe&UaMArN keKlApILatIrlAJGaAwistratif dalam
pemerint%n@er@lnykemkzl@aw pRina-baAtu berupa larangan

ataupun perintah.”

ata pemerintahan yang baik

! Pasal 1 ayat (3) pada UUD Tahun 1945,

2 Eny Kusdarini, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-
Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di DIY, Desertasi
Universitas Negeri Yogyakarta.



Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi otonom yang mengurus
pemerintahan daerahnya sendiri. Secara yuridis Daerah Istimewan Yogyakarta
diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2012 yang mengatur tentang
keistimewaan otonomi dalam mengurus daerahnya. Pasal 1 ayat (1) menegaskan
bahwasannya Daerah Istimewa Yogyakarta yang disingkat DIY. Adalah daerah
provinsi yang mempunyai- keistimewaan, dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.®

Selain sebagal provinsi otonom Yeogyakarta merupakan kota yang sering
dikunjungi wisatawan. Berbagal jenis objek wisata tersebut tentu saja mampu
mendatangkan banyak-wisatawan dalam-negeri-maupun luar negeri. Tingginya
kunjungan

datanghtentu ebutuhan akan tempat

tinggal sem nian lainnya menjadi

sangat tingg kunjungan wisawatan

pada umumnya

selring d@%"fﬁ“?‘@mwﬁwﬁﬁtfmﬁ W“”g'
SMdN NMWKAQIT Iijtﬁ @aﬂada umumnya

membutVan@uyatfmv hﬂanﬁpe;&hoﬁgwr mepampung kunjungan

wisatawan. Sebagaimana pernyataan Intan Nadia dan Suharno (2015) bahwa

di DI'Y meningkat pesat

dunia perhotelan berkembang sejajar dengan kebutuhan manusia pada umumnya,

penginapan yang pada awalnya hanya menyediakan tempat untuk menginap

% Pasal 1 Ayat (1) pada UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.



namun sekarang sudah berkembang dengan berbagai fasilitas. Seiring waktu
banyaknya melakukan pembangunan hotel yang tidak terkontrol, maka
pertumbuhan hotel di Yogyakarta saat ini sudah melebihi dari kebutuhan.
Pertumbuhan hotel yang melebihi tersebut tentu saja akan menyebabkan masalah
baru terutama bagi masyarakat lokal.*

Pada dasarnya ' upaya “melakukan® pembangunan diidentikan dengan
investasi atau upaya -meningkatkan perkapita sebagai strategi pertumbuhan
ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan’ perkapita diharapkan masalah
seperti pengangguran, ekonomi yang lemah dan permasalahan pendapatan dapat
terselesaikan.’

rakat Ekonomi Asean)

maka Bada j rja sama antar negara
Asean dala i i berupa perdagangan,

Investasi atau luar datang ke Indonesia

terutama g(-r%alfaéa IlgﬂE ﬁrﬂﬁ}ﬁtkau WWER?S It{clar?aksi perekonomian.
Kars UNt#rNI aK AaL clij wGaAsalah satunya
“Y'OGYAKARTA

Oleh karena itu harus ada aturan yang mengatur tentang pembangunan

hotel dalam berbagai sudut pandang. Guna untuk membatasi tingginya laju

* Gerry Katon Mahendra, Jogja Ora Didol, Refleksi Pembangunan Hotel di Yogyakarta
https://geotimes.co.id/opini/jogja-ora-didol-refleksi-pembangunan-hotel-di-yogyakarta/ ~ diakses 30
agutus 2018.

®> Mudrajat Kuncoro, Masalah Kebijakan Dan Politik Ekonomika Pembangunan, (Jakarta:
Erlangga, 2010), him 4.



https://geotimes.co.id/opini/jogja-ora-didol-refleksi-pembangunan-hotel-di-yogyakarta/

pembangunan vyang tidak terkendali, maka lembaga maupun pejabat
pemerintahan setempat harus mengambil keputusan untuk mengatur atau
menghentikan pembangunan yang berlebihan.

Pemerintah pusat membuat pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan
publik yang berorientast pada masyarakat. Berdasarkan pada pedoman tersebut
Pemerintah Daerah’ harus melakukan pembenahan dalam melakukan reformasi
pelayanan terkait perizinan.:Upaya reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan
oleh Pemerintan Daerah tidak hamya berusaha meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD). Pemerintah ' bertugas  .sebagai penanggung jawab dalam
melindungi masyarakat-terhadap dampak yang-ditimbulkan.®

Dalam rus ada landasan yang

mendasari p itu di i adalah pijakan, alasan
atau latar b harus di selesaikan.

Dalam melaku

P SRFATE ISTARMCTORAVERSTHY" T emex
IandswaNWNbuaKeArt Iej\ﬁ @aAfilosofis yaitu
dasar filvat 6 pcq‘:lanv iﬁsekah /&agaﬁ yTg Knjadi cita-cita saat

menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana

an oleh peneliti tim ahli,

atau draf peraturan negara. Pandangan atau falsafah suatu bangsa harus berisi

nilai-nilai moral baik. Kedua, landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang

® Isnaini Muallidin, “Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Untuk Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta”, Tesis Fakultas llmu Sosial dan Iimu
Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.



menjadi dasar hukum pada pembuatan sebuah peraturan. Ketiga, landasan
sosiologis yaitu peraturan yang harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan
kenyatan. Landasan sosiologis didasari keyakinan umum, kesadaran hukum
masyarakat, tata nilai yang sesuai dengan masyarakat. Hal ini penting dalam
membuat peraturan supaya ditaat, dipatuhi oleh masyarakat. Keempat, landasan
politisi yaitu garis kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang menjadi dasar
dalam keterlaksaannya pemerintahan.negara.’

Perizinan adalah pengikatan aktivitas-aktivitas pada peraturan izin, yang
mana pada umumnya didasarkan pada kKeinginan pembuat peraturan perundang-
undangan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak baik. Dalam pelaksanaannya

dalam mem t pemerintahan untuk

memberikan : i as perizinan tak lain
mempunyai berian dan pemberian

perizinan. Dind am melaksanakan sistem

MormSEFATETSPANKEIC UNIVERSITY
SW|NW<N smKn Arf_ella}ﬂ)@rABupaﬂ, dalam
peraturaVrsﬁ pﬁpa?% ﬁt (Weﬂjraﬁupi&i Nl&B Tahun 2015 Junto

No 63 Tahun 2015 menyebutkan Pemerintah Daerah menghentikan sementara
perizinan dan pendirian hotel berbintang, hotel non bintang, apartemen dan

kondotel di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian diperjelas pada ayat (2) poin

" Soimin, Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Perundangan Negara Di
Indonesia, (Yogyakarta: Ull Press, Cet ke 1 Tahun 2010), him 36.



a menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin baru terhadap
permohonan pendirian hotel berbintang, hotel non berbintang, apartemen dan
kondotel di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.®

Dari pemaparan diatas, beberapa daerah Yogyakarta mengalami
pertumbuhan hotel yang signifikan. Diantaranya Kabupaten Sleman, daerah
Sleman ini dalam melakukan-aktifitas ‘atau akses sangat mudah menuju tempat
wisata maupun menuju - daerah perkotaan. Oleh karena itu diharuskan adanya
penertiban dalam melakukan pembangunan hotel terkhusus dalam mengeluarkan
izin mendirikan usaha hotel. Maka keluarlah Peraturan Bupati yang berisi tentang
penghentian sementaraspembangunan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis,

apakah pera i ng baik sesuai dengan

Islam. Maka dari itu
penulis me ilmi ipsi asi Peraturan Bupati

Sleman Nomo Pada Dinas Perizinan
Parwi2GF AP ETST ARICYEAAVERSITY
s e dNAN KALIJAGA
Be¥lsa@ I(a} be\(kaAmaI(laAanRan]- teA dipaparkan, maka

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

® Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sleman Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Penghentian Sementara Usaha Hotel, Apartemen Dan
Kondotel Di Wilayah Kabupaten Sleman.



1. Bagamana implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016
pada Pasal 4 Ayat (1) tentang menghentikan sementara
pembangunan hotel ?

2. Apakah Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan siyasah
dusturiyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Mengenai tujuan penelitian inrdapatdiuraikan sebagai berikut:
a. Untuk  menjelaskan peranan Dinas Perizinan Pariwisata

Perhotelan  dalam menerbitkan surat izin pembangunan

Untuk i elakang yang menjadi

sumber p

STATE ISLAMICTURIVERSITY
SU NI#IN inléﬂth IrjrA@A menjelaskarT
Y Op@anv wml{enﬂusR l-zr Kndlrlkan hotel di

Kabupaten Sleman oleh Dinas Perizinan.
2. Kegunaan penelitian ini dapat dicapai sebagai berikut:
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan

kontribusi yang berguna dan bermanfaat sebagai ilmu



pengetahuan, khususnya bagi hukum tata negara dan politik
hukum dalam peraturan daerah, pelayanan Publik menambah
dan referensi keilmuan.

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
membantu memecahkan dan mengantisipasi permasalahan
yang ada di lingkungan masyarakat serta sebagai penetapan
pertimbangan dalam penetapan keputusan yang akan datang.

D. Telaah Pustaka
Setelah melakukan pencarian "bahan sebagai data penelitian terkait
mengenai tema “Implementasi Peraturan-Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016

Pasal 4 Ay n Sleman Pada Dinas

beberapa tulisan yang

berkaitan d tema ini ni, adapun diantarnya

sebagai berikut:

AT SEANATCRIRIVER S = Kl o
berjﬁUaNrA NinaKcAILI'r’W@n Ata Yogyakarta
Dalam Pgr pe@Gﬁ vaﬂce”ﬁlaﬂtulw k‘-mﬁrangkan tata ruang

kota Yogyakarta. Lambatnya pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai
dengan pembangunan hotel. Tulisan ini menganalisa apakah dinas perizinan
membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi perizinan dengan
baik sesuai prinsip good governance. Metode dalam penelitian ini menggunakan

yuridis empiris dengan kajian administratif yang memiliki regulasi kebijakan



kota Yogyakarta dengan dinas perizinan yang pola kebijakannya berada dalam
satu sistem tata kelola kota. Artinya perizinan hotel harus mempertimbangkan
ruang publik, ruang terbuka hijau, akses atau mobilitas jalan dan trasnfortasi,
lingkungan sosial, ekonomi, kesehatan dan pencemaran limbah.®

Perizinan digunakanoleh pemerintah sebagai instrument untuk mengikuti
aturan yang konkret dalam mencapai tujuan. Dalam memperoleh persetujuan dari
pemerintah yang <berdasarkan -undang=undang .atau peraturan pemerintah.
Permohonan izin tersebut diteliti terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada
peraturan yang dilanggar. Pelaksanakan kewenangan pemberian izin pemerintah
harus berlandaskan padasasas-asas umumspemerintah baik. Asas-asas umum

pemerintaha berfungsi se I perlindungan hukum

preventif. "’
Buku Jogja-ku (Dune Ora)

Didol manung us kebijakan Pembangunan

Hotel diS(-igAaTaEa.lgzﬂaR Mlilcyawr@ivmgwlwfnya pembangunan
hoteSi WyNWNmb%ﬁrEljﬂd@eﬁny& Selain itu
juga pev a@a c?'aya?paﬂurl% Kmii'{na{fr Kmpak negatif dari

pembangunan hotel. Perlu adanya pembangunan berkelanjutan agar setiap

generasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati lingkungan yang

° Nurainun Mangunsong, “Transparansi Perizinan Hotel Di Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance Yogyakarta Dan Sekitarnya” Jurnal Supermasi
Hukum Vol 5 No. 2 Desember 2016, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Kalijaga.

0 Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, Mailinda Eka Yuniza, “Penerapan Asas Umum
Pemerintah Yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu” Jurnal Mimbar Hukum Vol 24,
No 2 2012 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
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sehat. Pembangunan hotel seperti biasa berdampak pada pengelolaan sumber
daya air yang belum baik. Kelangkaan air yang terjadi di lingkungan penduduk
perkotaan menjadi ancaman. Kurangnya tanah resapan air salah satunya
diakibatkan marak pembangunan hotel. Sumber daya air di perkotaan akan
semakin  berkurang ™ karena = penggunaanya lebih besar dari pada
inventarisasinya.''

Asas-asas umum:pemerintahan yang haik adalah landasan pedoman dan
alat ukur bagi administrasi negara di daerah dalam mengeluarkan perizinan
investasi yang sesuai ‘dengan aturan hukum yang baik. Perizinan merupakan
instrumen yang penting-bagi pemerintahan-daerah untuk mengendalikan kegiatan

di daerah s melakukan pelayanan

esual dengan harapan-
vernance dan clean

k meningkatkan kualitas

dan mergT%ﬁymnApm‘ﬁnwwfvﬁﬁsverg?n asas-asas umum
pemgnw Na AthenKri AIET*WGU warga negara
terhadap?ny@ gﬁanvw&mﬂ d?&n ;ﬁyaian ;)&)Iic.12

1 Ardiana Dewi Sesanti, Jogja-Ku (Dune Ora) Didol Manunggaling Penguasa Dan
Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel Di Yogyakarta, (Yogyakarta : STPN PRESS,
2016), him 11.

12 Eny Kusdarini, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-
Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Di DIY, Desertasi
Universitas Negeri Yogyakarta.
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E. Kerangka Teori
Siyasah berasal dari kata 4w - Gssw - (sbs yang memiliki arti mengatur,
memerintah dan pembuatan kebijakan. Siyasah menurut Ahmad Fathi Bahansi
adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’. Secara pengertian
siyasah dusturiyyah mengatur_dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang

bersifat politis untuk mencapal sesuatu.
dalaals o gic de 3 e Capuadll
Tindakan kebijakan dimam. (kepala negara) atas rakyatnya harus

sesuai dengan kemaslahatan.

Kaida an vyang dikeluarkan

pemerintah m hal ini pemerintah

tidak boleh kan rakyat dan tidak

membawa pad

STATE ISLAMIC UNIVERSHY -2 talad

S urMANumKAIL}I ]JAWQ Aamakan atas
kema%a@arﬁms¥ (gAng](atAkeprc]-terAtu).

Kaidah diatas adalah untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang
lebih luas. Sejalan dengan hal kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan prinsip

Islam. Selama kebutuhan tidak bertentangan dengan prtinsip Islam maka
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pemerintah segera mungkin melakukan kebijakan atas permasalahan yang terjadi
disekitar masyarakat.*®

Ibn Abid Al-Diin sebagaimana dikutip Ahmad fathi Bahantsi memberikan
batasan Siyasah yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya
kepada jalan yangl menyelamatkan, batk“didunia maupun diakhirat. Siyasah
berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun umum, baik juga secara lahiriyah
maupun secara batin. Segi* lahiriyah. berasal dari. pemangku kekuasaan bukan
ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal'dari ulama pewaris Nabi.**

Figh siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas
dan kompleks. Sekalipun:demikian secarasumum, disiplin ilmu ini meliputi hal-

hal sebagai

3. P da

STATEJSLAMIC UNIVERSITY

SUNAN.KALIJAGA
Y Okaa¥erAidd ART A

7. Persoalan ahlul hali wal aqdi

3 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenada Media Group, 2014), him 20.

' H.A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), him 27.
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8. Persoalan wizarah dan perbandingannya.’®

Apabila dipahami dusturi adalah suatu llmu yang membahas permasalahan
pemerintahan dalam arti luas. Karena istilah dustur tercantum prinsip-prinsip
pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Ataupun contoh lain
yaitu hirarki peraturanpkebijakan, perundang=undangan yang tidak boleh dengan
peraturan yang lebih tinggi. '

Dalam sejarahIslamsSivasah telah diprakikaneleh Nabi Muhammad SAW
setelah beliau berada di-Madinah. Dalam keadaan tersebut Nabi menjalankan dua
fungsi sekaligus, yaitu sebagai rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara.

Dalam mengatur Kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang di turunkan

Allah kepad a dilanjutkan oleh A/-
Khulata Al- Z i as tersebut dilanjutkan
oleh keturun i mpal saat ini (periode

modern) dalam me

segi pererinAdel ok AN Mo sl MRS LMo negara ataupun
i AhINANKALIJAGA
Dillpat p@ik¥biAuthAS/R r;rndAan dan memimpin

Madinah dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah negara sangat penting

erus berkembang. Baik dari

dalam Islam. Dengan adanya negara maka wahyu-wahyu Allah akan diterapkan

% 1pid, him 47.
8 1pbid, hlm 53.
7 1bid, him 21.
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secara efektif. Sehingga terciptalah kebahagiaan, ketentraman dan
keharmonisasian kehidupan manusia. Namun negara pada saat itu bukanlah
tujuan dalam Islam, melainkan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dari sinilah
relevansi kebijakan Nabi Muhammad SAW vyang tidak menyebutkan Islam
sebagai agama negara dalam Konstitust Madinah. Konstitusi tersebut bahkan
tidak menyinggung sama sekali tentang agama negara.

Hal ini merupakan-isyarat bahwa dalam soal kenegaraan dan pemerintahan,
Nabi Muhammad SAW tidak memberikan ketentuan dan peraturan yang baku
dan mutlak harus diikuti eleh umatnya. Beliau hanya menggariskan prinsip-
prinsip dasar yang harus-dilaksanakan, sedangkan formulasinya dan hal-hal lain

yang bersif Is di t Islam. Mereka yang

rmasalah yang meraka

mmad SAW melahirkan

sebuah ;griiﬂar[:atalus[o/&w‘sldalw WEN@ITIY Sejarah konstitusi
pertSataJ Nis}&nMnga‘(Wtile}A@rﬂ dalam sebuah
Wilayah.YP'agOiniGerVKaAinsyliesi Ntukne‘ixper/j&ngkan hak-haknya

yang telah dilanggar. Didalamnya meneguhkan posisi Islam sebagai agama yang
menerima perbedaan. Piagam Madinah secara eksplisit merupakan upaya dari

Nabi Muhammad SAW untuk membangun toleransi. Karena masyarakat

8 Ibid, him 119.
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Madinah sangat beragam, maka istilah umat dalam penyusunan kalimat sangat
tepat agar tidak bertentangan.*®

Naskah Piagam Madinah dimulai dengan kalimat “Hadza Kitabun Min
Muhammad Al-Nabi’. Kalimat tersebut memiliki arti Piagam tersebut berasal
dari Nabi Muhammad SAW bukan dart Allah" SWT. Dilihat dari situasi dan
kondisi Nabi memiliki tempat yang strategis di tengah masyarakat Madinah dan
dalam kalimat terdapat™pengakuan. bahwa peran Beliau sebagai Nabi dari
kalangan Quraysh dan Yastrib. Serta siapapun yang mengikuti dan berjuang
bersama-sama dengan Nabi-Muhammad SAW. Sehingga mayoritas penduduk
Madinah tidak mempersoalkan posisinya sebagai pemimpin umat Islam. Sebagai

Nabi tugas am. Disisi lain tugas

pemimpin an kemanusiaan yang
merupakan |

Salah sat Piagam Madinah adalah

perubahaSTwSl-sEsiijEer@ WVERSW pertalian ummabh.
Yai-tS“tdaNMAN seK ;&et I/iri ’jA@n dalah saudara,
sehlnggv nmlkﬁluv mﬂarkt WWRdeFan Krsaudaraan.

19 Zuhairi Misrawi, Madinah Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Nabi Muhammad
SAW, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), him 298.

%% 1bid, him 301.

?! 1bid, him 306.
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F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau
suatu kerangka berfikir dalam menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan
berkonteks, sesuai dengan maksud dan tujuan.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan
kontruksi yang dilakukan “secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Metodologis berarti sesual dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah
penelitian yang dilakukan “berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak
adanya hal-hal yang bertentangan dalamisuatu kerangka tertentu. **

Siyasah Dusturiyyah adalah hubungan-antara pemimpin dengan rakyatnya,

pemimpin mbaga-lembaga yang

mengurusi sturi dibatasi dengan

peraturan, k innya. Hal ini dituntut

untuk menyes sebagal mandate

el ST TS AR INTVERS Ty
gtﬂe NEW Ng dwﬂ Eulrj %I@ Wdalah sebagai
"YOGYAKARTA

Penelitian Pustaka
Metode pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Oleh

karena itu metode ini melakukan penelitian berdasarkan data-data yang

%2 Soerjana Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him 42.
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diperoleh. Dalam penggunaan metode pustaka ini semata-mata di
diakibatkan karena hakikat objek.?
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian
deskriftif analitik;“yaitu~ penelitian~yang melakukan penyelesaian
masalahnya dengan cara mendeskrifsikan masalah melalui pengumpulan,
penyususnan,: analisis: data yang kemudian dijelaskan dan selanjutnya
diberikan penilaian!*
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-penelitian yang akan-digunakan dalam skripsi ini adalah

jtu suatu jeni kum vyang dilakukan

er sebagai bahan dasar
n terhadap peraturan-

peraturan

EFATE ISLAMIC UNIVERSITY
S UEN WeM |aK/zAtjlafN@wian ini at.jala.lh.
pevkab pﬁdavur)&ngk yw i?deiatawang akan diteliti

adalah aturan-aturan hukum yang menjadi tema sentral dalam penelitian.

ermasalahan yang sedang

Metode perundang-undangan peneliti harus memiliki sifat sebagai berikut:

% Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial
Humaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 2010), him 201.

% Riantoadi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta : Gramnit, Cet ke 1,
2004), him 128.

% Soerjono Soekanto & Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta Rajawali Pers, 2001), him 14.
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a. Komperhensip yaitu norma-norma hukum yang ada di dalam
harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

b. All-Inclusive yaitu kumpulan norma tersebut mampu
menampung permasalahan hukum.

c. Systematic yaitu norma-norma hukum harus tersusun secara

hirarki perundang-undangan

Metode pendekatan: analitis “adalah pendekatan dengan menggunakan
analisi terhadap bahan hukum untuk mengetahuirr makna yang dikandung oleh
istilah-istilah yang = digunakan dalam« peraturan perundang-undangan atau

peraturan secara konsepsional. Sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam

praktik dan elitian ini terdapat dua

pemeriksaan ng terkandung dalam
aturan yang hukum tersebut dalam

praktik melalui an

4. Sld BaASLAMIC UNIVERSITY
SUNAN-KALBAGA
Y O GYAIART A

2) Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2016 Juncto No. 63 tahun 2015

b. Data Sekunder

% Jhonny lbrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu
Media Publishing, Cet ke-6, 2012), him 310.
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Data sekunder yang akan digunakan penyusun bersumber dari kepustakaan
dan dokumen publikasi yang sudah tersedia. Adapun data pendukung lainnya
berupa peristiwa yang terjadi di masyarakat. Bahan-bahan data sekunder lainnya
karya ilmiah atau hasil penelitian yang ahli di bidang ketatanegaran dalam isu
pembangunan kemasyarakatan.

1. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian:pustaka yang berkaitan. Studi pustaka ini dilakukan
untuk memperoleh data benelitian dengan menelah buku-buku,
jurnal, artikel"maupun’peraturan perundang-undangan.
2. Metode Analisis Data

ata yamg di n untuk menjelaskan

ini digunakan untuk
laku. Dan menganalisa

masalah pada lingkungan

STATEISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
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G. Sistematika Penulisan
Sistematika yang disusun oleh penulis pada penelitian ini dibagi menjadi
lima bab yang akan saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Berikut
pembagian sistematika penelitiannya:
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini- meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan
keguanaan penelitian, tinjauan pustaka kerangka teori, metode

penelitian san sistematika pembahasan.

BAB Il : SIYASAH DUSTURIYAH

Bab ini meliputi kerangka yang digunakan untuk mengkaji

inan dalam pemimpin
I menkaji penerapan
sesual dengan syariat

Y andasi dalam draf peraturan

STATE S AMECashtdd MERSET Y

BABSH IU N AQMJRAMAIH l!EII\%AI\QOII\%R 6 TAHUN
Y OZOQAXPIARKAAYR’AIA AIAS PERIZINAN

Bab ini meliputi analisis penerapan Peraturan Bupati wilayah
Sleman dalam melakukan kebijakan penghentian sementara
pembangunan hotel. Dalam bab ini juga membahas asas-asas

yang menjadi alasan peraturan ini di terbitkan. Serta mengkaji
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hubungan yang menjadi dampak pada dinas Perizinan dalam

menerbitkan izin mendirikan hotel.

BAB IV : ANALISIS ALASAN PENGHENTIAN HOTEL DI
KABUPATEN_PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 6
TAHUN 2016 PASAL 4 AYAT 1 PERSFEKTIF SIYASAH

DUSTURIYYAH

Bah.ini .meliputi penjelasan’ tentang alasan pemerintah
menghentikan sementara pembangunan hotel. Alasan tersebut
kemudian “disudut » pandangkan pada perspektif siyasah

iyyah. Apakah pener uran tersebut sejalan

BAB V

STATEIRLANCRINTVER ST'7 Y dalam penelitian.
S U N e "I@Astnlje%AS@ Alitian tak jauh
YOGYAKARTA



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan ‘uralan Yyang--sudah dipaparkan dai atas maka ditarik
kesimpulandan mngerucut pada intl-perumusan masalah pada PERBUB Sleman
Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) tentang larangan menerbitkan izin dan
mendirikan bangunan dalam persfekstif Siyasah Dusturiyyah sebagai berikut:
1. Dalam menyusun Peraturan Bupati*dilakukan secara efektif dan efisien guna

yang baik. Dalam

s mengidentifikasi isu
atau masalah. ifi an hotel yang secara
meningkat bulkan berupa krisis air

ncemaran air ataupun kerusakan. Maka dari itu Bupati

bersis, kekeringan, pe
STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNANKALIJAGAS" ™

Muhammad mer&uarkan peraturan yait Pia_(igm Madinah. Peraturan

tersebx mg;ltur Y A

eseiuruhan kola( a maBKesesuaian Peraturan Bupati
dengan siyasah tasry’iyyah yaitu menjamin terjaganya masyarakat mencegah

bencana.

88
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2. ldentifikasi lainnya adalah landasan hukum, yaitu landasan yang dibentuk
harus dikuatkan oleh landasan hukum yang lain supaya peraturan yang
ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3. Peran dinas perizininan merupakan sentral izin dikeluarkan, berhubung
peraturan Bupatl “Sleman melarang menerbitkan izin baru maka dinas
perizinan untuk 'pariwisata perhotelan ‘tidak bolen menerbitkan izin selama
peraturan tersebut dicabut:

B. Saran-saran
Kepada pemerintah Kabupaten Sleman untuk menindak kegiatan hotel
yang melanggar aturan.” Bangunan yang dibangun sebelum ditetapkannya

PERBUB s iki atau. meni

mbali persyaratan dan

teknis. Peng i memberikan informasi
secara tran an masalah limbah.

Permasalah lim juga harus memiliki daur

uang  SGPATEIL ANMC BINIVERSFFY 'nokiigen bisa
dimw.NaA)NetidKthln]aAn@mAan air supaya
aktifitas Vel @k r@ggvkwlr K&h ﬂ:arltru]'meﬂus.



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK 
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	SURAT PENGESAHAN SKRIPSI
	MOTTO 
	HALAMAN PERSEMBAHAN 
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
	KATA PENGANTAR 
	DAFTAR ISI 
	BAB I PENDAHULUAN 
	A. Latar Belakang  
	B. Rumusan Masalah 
	C.  Tujuan dan Kegunaan 
	D.   Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teori 
	F. Metode Penelitian  
	G. Sistematika Penulisan 

	BAB V KESIMPULAN 
	A. Kesimpulan 
	B. Saran-saran




